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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk 

mengasah pengetahuan dan keterampilan serta menambah pengalaman untuk terjun 

secara langsung ke dunia kerja. Juga, melalui PKL ini, mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan ke dunia 

usaha/industri. Program ini diperlukan sebagai penyelaras antara pendidikan di 

perguruan tinggi dengan kebutuhan di dunia usaha/industri sehingga mahasiswa 

mendapat gambaran secara nyata mengenai dunia usaha/industri.  

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengeluarkan suatu kebijakan 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan para mahasiswa dalam berkarir 

di dunia usaha/industri, yaitu Kampus Merdeka—yang menjadi bagian dari 

kebijakan Merdeka Belajar.  Kebijakan ini diatur dalam Pasal 18 Permendikbud 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 

menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program 

sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses 

pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban 

belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk 

memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses 

pembelajaran di luar program studi. Melalui kebijakan Kampus Merdeka, 

mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengikuti pelbagai bentuk kegiatan belajar 

di luar perguruan tinggi, di antaranya adalah magang/praktik kerja di industri 

selama satu hingga dua semester. 

Di tahun 2022 ini, Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan 

Profesional (Bispro) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menerapkan kebijakan 

Merdeka Belajar ini kepada para mahasiswa semester 7. Mahasiswa diharuskan 

untuk menjalankan kegiatan PKL selama satu semester. Selain menjadi persyaratan
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untuk menulis skripsi, melalui PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

dan menggali lebih dalam ilmu di bidang penerjemahan secara langsung. 

Penulis sendiri berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKL ini di organisasi 

profesi penerjemah, yaitu Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) selama 4 (empat) 

bulan. Selama periode PKL berlangsung, terdapat beberapa jenis teks yang penulis 

terjemahkan, seperti teks berita, teks bisnis, resep masakan, iklan, dan teks 

perjanjian. Dalam laporan ini, penulis berfokus pada proses penerjemahan teks 

perjanjian. Selain karena penulis lebih menguasai bidang ini, penulis mengetahui 

bahwa penerjemahan bahasa hukum dalam teks perjanjian menarik untuk dibahas. 

Teks perjanjian merupakan salah satu jenis teks hukum. Definisi perjanjian itu 

sendiri—dalam konteks manajemen—merupakan persetujuan antara dua orang 

atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi meterai, yang meliputi hak dan 

kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai 

tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu (KBBI Daring, 2006b). Saat 

menerjemahkan teks perjanjian, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan—

karena terdapat konsekuensi hukum dari teks tersebut—guna menghindari 

kesalahan fatal yang terjadi, seperti pemahaman istilah hukum dan perjanjian, 

kesetiaan pada teks sumber, ciri khas bahasanya, serta pemahaman konteks hukum 

dan perjanjian. Selama pelaksanaan kegiatan PKL ini, penulis dibimbing secara 

langsung oleh Ibu Anna Wiksmadhara—seorang penerjemah berpengalaman di 

bidang hukum—untuk menerjemahkan teks perjanjian. 

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

Laporan ini disusun untuk menguraikan pengalaman penulis selama menjalani 

kegiatan PKL di HPI yang dilakukan baik secara luring maupun secara daring. 

Selama jangka waktu pelaksanaan PKL, penulis diberikan pelbagai tugas untuk 

menerjemahkan tidak hanya berupa teks berita, teks bisnis, resep masakan, iklan, 

dan teks perjanjian, tetapi juga pelokalan situs web dan game ‘permainan’, 

transkreasi, takarir, dan penggunaan alat bantu penerjemahan. Namun, dalam 

laporan ini, penulis ingin secara fokus menjelaskan pengalaman penulis berupa 

proses saat menerjemahkan teks perjanjian yang berjudul “Agreement for 
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Consulting Services” dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, serta kendala yang 

penulis hadapi dan cara menyelesaikannya. 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan PKL dilaksanakan pada: 

waktu : 8 Agustus 2022 sampai dengan 9 Desember 2022; 

instansi : Himpunan Penerjemah Indonesia; 

alamat : Jl. Pondok Pinang Raya (d/h Jl. Ciputat Raya), No. 6, RT 002, 

RW 002, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran 

Lama, Jakarta Selatan, 12310. 

1.4 Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan pelaksanaan PKL ini adalah untuk: 

a.  mengasah pengetahuan dan keterampilan guna mempersiapkan diri untuk 

terjun ke dunia kerja; 

b. menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang selama ini dipelajari di bangku 

perkuliahan; 

c. memperoleh gambaran secara nyata mengenai kebutuhan dunia 

usaha/industri;  

d. membangun kesiapan berkarir di dunia usaha/industri; 

e. menerapkan ilmu bidang penerjemahan teks perjanjian yang telah diperoleh 

di bangku perkuliahan; dan 

f. mendapatkan pengetahuan baru dan lebih dalam mengenai penerjemahan 

teks perjanjian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pengalaman penulis di atas, dapat disimpulkan: 

a. bahwa penulis telah melaksanakan kegiatan PKL selama 1 (satu) semester, 

tepatnya selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak 8 Agustus 2022 sampai 

dengan 9 Desember 2022. Penulis berkesempatan untuk menerjemahkan 

beberapa jenis teks, seperti seperti teks berita, teks bisnis, resep masakan, 

iklan, dan teks perjanjian. 

b. bahwa penerjemahan teks perjanjian memiliki gaya bahasa yang kaku oleh 

karena penerjemahan teks perjanjian harus diterapkan se-setia mungkin 

dengan teks berbahasa sumber. Diperlukan kemampuan pemahaman tingkat 

tinggi untuk dapat memahami konteks isi keseluruhan teks. Selain 

pemahaman tingkat tinggi, bimbingan dari praktisi di dunia usaha/industri 

pun sangat diperlukan sebab tidak semua informasi (istilah) yang terdapat 

di internet dipakai atau berlaku di dunia usaha/industri. Oleh karena teks 

perjanjian harus diterjemahkan se-setia mungkin, ideologi pengasingan 

adalah ideologi yang tepat saat melakukan penerjemahan. Dalam hal ini, 

teknik terjemahan harfiah, teknik kesepadanan lazim, dan teknik transposisi 

adalah teknik yang sering digunakan; dan 

c. bahwa penulis menemui beberapa kendala saat menerjemahkan teks 

perjanjian, seperti kesulitan dalam memahami konteks isi keseluruhan teks, 

kesulitan dalam menemukan padanan istilah yang sukar dipahami, dan 

kendala lainnya yang berhubungan dengan kegiatan PKL ini. Kendala ini 

pun dapat teratasi dengan baik melalui pelbagai cata yang penulis anggap 

lebih dimengerti. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan PKL, sebelum 

mendaftarkan diri ke industri tempat tujuan PKL, penulis menyarankan, sebaiknya 

mahasiswa—khususnya mahasiswa Bispro PNJ—terlebih dahulu mencari tahu 

informasi mengenai instansi terkait. Juga, mahasiswa sebaiknya mencari tempat 

tujuan PKL yang sesuai dengan bidang kebahasaan yang sejalan dengan program 

studi ini.  

Untuk penerjemahan teks perjanjian, penulis menyadari bahwa penerjemahan teks 

perjanjian memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, terutama pemahaman 

mengenai konteks isi keseluruhan teks. Kamus Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary—bagi penulis—cukup sangat membantu dalam memahami konteks. 

Selain itu, bimbingan dari seorang praktisi penerjemah yang memang terjun 

langsung di dunia usaha/industri sangat-sangat diperlukan. 

Maka dari itu, saran dari penulis bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan 

PKL di bidang penerjemahan teks hukum, khususnya teks perjanjian, adalah 

mahasiswa setidaknya harus memiliki dasar bahasa Inggris yang matang. 

Mahasiswa pun harus menyiapkan alat bantu yang mendukung, dalam hal ini adalah 

kamus, juga penulis menyarankan untuk memiliki kamus Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary untuk penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 

Mahasiswa harus belajar melakukan riset dengan baik. Mencari mentor yang tepat 

juga merupakan suatu keharusan jika ingin terjun ke bidang ini. Jika sudah 

menemukan mentor yang tepat, penulis menyarankan untuk sering-sering bertanya 

dan belajar dari kesalahan.  
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AGREEMENT FOR CONSULTING 

SERVICES 

 

PERJANJIAN JASA KONSULTAN 

This AGREEMENT FOR 

CONSULTING SERVICES 

(“Agreement”) is entered into and 

effective as of 20 June, 2022, (“Effective 

Date”) by and between PT XXXXX 

(“Company” or “XXX”) and YYYYY 

with its address at 99 00000 Road, 

Singapore 1234567 (“Consultant”).  

Company and Consultant agree as 

follows: 

PERJANJIAN JASA KONSULTAN 

(“Perjanjian”) ini diadakan dan berlaku 

terhitung sejak 20 Juni 2022, (“Tanggal 

Berlaku”) oleh dan antara PT XXXXX 

(“Perusahaan” atau “XXX”) dan YYYYY 

yang berlamat di 99 00000 Road, Singapura 

1234567 (“Konsultan”).  Perusahaan dan 

Konsultan menyepakati hal-hal sebagai 

berikut: 

    

1. SERVICES.  Consultant, as an 

independent contractor, agrees to 

render and agrees to the 

engagement to perform for 

Company the consulting services 

described in Section A of the 

annexed Attachment I, and such 

other consulting services as the 

parties hereto may from time to 

time agree in writing (collectively 

the “Services”), during the period 

described in Section B of the 

annexed Attachment I to this 

Agreement.  As part of the Services, 

if requested by Company, 

Consultant shall provide estimates 

of costs, resource requirements, 

time schedules, resumes of 

individuals to be engaged in the 

Services or other information 

regarding the Services. 

1. JASA. Konsultan, sebagai suatu 

kontraktor independen, sepakat untuk 

memberikan dan sepakat dengan 

pelibatannya untuk melaksanakan jasa 

konsultan kepada Perusahaan 

sebagaimana yang dijelaskan di Bagian 

A Lampiran I terlampir, dan jasa 

konsultasi lainnya yang dapat 

disepakati oleh para pihak pada 

Perjanjian ini dari waktu ke waktu 

secara tertulis (selanjutnya secara 

bersama-sama disebut sebagai "Jasa"), 

selama periode yang dijelaskan di 

Bagian B Lampiran I yang terlampir 

pada Perjanjian ini.  Sebagai bagian dari 

Jasa, jika diminta oleh Perusahaan, 

Konsultan akan memberikan perkiraan 

biaya, kebutuhan sumber daya, jadwal 

waktu, daftar riwayat hidup individu 

yang akan terlibat dalam Jasa atau 

informasi lain mengenai Jasa. 

    

2. COMPENSATION, EXPENSES, 

RECEIPTS.  As full consideration 

for the satisfactory performance of 

the Services, Company agrees to 

pay Consultant the compensation 

provided for in Section C of 

Attachment I.  Consultant shall be 

responsible for withholding and 

paying all income and  other taxes 

due in respect of such 

compensation. Company shall be 

entitled to audit all invoices and 

2. KOMPENSASI, PENGELUARAN, 

PENERIMAAN. Sebagai pertimbangan 

penuh atas pelaksanaan Jasa yang 

sesuai dengan ketentuan, Perusahaan 

sepakat untuk membayar kompensasi 

kepada Konsultan yang diatur di Bagian 

C Lampiran I.  Konsultan bertanggung 

jawab untuk memotong dan membayar 

semua pajak penghasilan dan pajak lain 

sehubungan dengan kompensasi 

tersebut. Perusahaan berhak untuk 

mengaudit semua tagihan dan 



 

 

 
 

accompanying documentation 

issued by Consultant, as well as all 

records relating to compensation 

and expense reimbursements, 

whether resulting from specific or 

general prior approved Services. 

dokumentasi pendukungnya yang 

dikeluarkan oleh Konsultan, serta 

semua catatan yang berkaitan dengan 

kompensasi dan penggantian biaya, 

baik yang ditimbulkan dihasilkan dari 

Jasa khusus maupun Jasa umum yang 

telah disetujui sebelumnya. 

    

3. INDEPENDENT CONTRACTOR.  

In performing the Services under 

this Agreement, Consultant is and 

shall operate as an independent 

contractor and Consultant shall not 

act as, or hold itself out as an agent 

or employee of Company. 

Consultant shall not be entitled to 

workers compensation or similar 

benefits or other insurance 

protection provided by Company, 

such as group insurance or 

retirement benefits.  As an 

independent contractor, Consultant 

will be solely responsible for 

determining the means and methods 

for performing the Services. 

Consultant will determine the time, 

place and manner to provide the 

Services within an overall schedule 

established by Company.  Company 

will receive only the results of 

Consultant’s Services. Consultant is 

exclusively liable for complying 

with all applicable state and federal 

laws governing self-employed 

individuals, including obligations 

such as payment of taxes, social 

security, disability and other 

contributions based on fees paid to 

Consultant under this Agreement. 

To the fullest extent permitted by 

law, Consultant shall indemnify, 

protect and hold Company and its 

affiliates, directors, officers, 

employees and agents harmless 

from and against any and all actual 

or alleged tax liabilities (including 

costs and reasonable attorney’s 

fees), relating to Consultant’s 

3. KONTRAKTOR INDEPENDEN. 

Dalam melaksanakan Jasa berdasarkan 

Perjanjian ini, Konsultan adalah 

kontraktor independen dan akan 

beroperasi sebagai kontraktor 

independen dan Konsultan tidak akan 

bertindak sebagai, atau menyatakan 

dirinya sebagai kuasa atau karyawan 

Perusahaan. Konsultan tidak berhak 

atas asuransi kompensasi pekerja atau 

manfaat serupa atau perlindungan 

asuransi lain yang diberikan oleh 

Perusahaan, misalnya asuransi 

kelompok atau tunjangan hari tua. 

Sebagai kontraktor independen, 

Konsultan bertanggung jawab penuh 

untuk menentukan cara dan metode 

pelaksanaan Jasa. Konsultan akan 

menentukan waktu, tempat, dan cara 

untuk memberikan Jasa dalam jadwal 

keseluruhan yang ditetapkan oleh 

Perusahaan. Perusahaan akan menerima 

hasil hanya dari Jasa Konsultan. 

Konsultan secara eksklusif bertanggung 

jawab untuk mematuhi semua undang-

undang federal dan undang-undang 

negara bagian yang berlaku, yang 

mengatur individu wiraswasta, 

termasuk kewajiban-kewajiban seperti 

pembayaran pajak, iuran jaminan sosial, 

iuran jaminan disabilitas, dan iuran lain 

atas dasar biaya yang dibayarkan 

kepada Konsultan berdasarkan 

Perjanjian ini. Sepanjang diizinkan oleh 

undang-undang, Konsultan akan 

mengganti kerugian, melindungi dan 

membebaskan Perusahaan dan 

afiliasinya, serta direktur, pejabat, 

karyawan dan agennya dari dan 

terhadap setiap dan semua kewajiban 



 

 

 
 

Services hereunder, including all 

payment and withholding 

obligations of its employees. 

pajak yang bersifat aktual atau dugaan 

(termasuk biaya dan imbal jasa 

pengacara sewajarnya), yang berkaitan 

dengan Jasa Konsultan berdasarkan 

Perjanjian ini, termasuk semua 

kewajiban pembayaran dan 

pemotongan pajak karyawannya.   

    

4. STANDARD OF 

PERFORMANCE.  Consultant 

agrees to perform the Services:  

with that standard of care, skill and  

diligence normally provided by a 

company or professional person in 

the Consultant’s profession 

performing similar services; in 

accordance with all industry 

standards and  the provisions of 

Section 5; and in accordance with 

generally accepted practices, 

methods, standards and acts that in 

the exercise of prudence and good 

judgment are expected to 

accomplish the desired result 

consistent with safety and 

environmental protection.  

Consultant understands that 

Company will be relying upon the 

accuracy, competence and 

completeness of Consultant’s 

Services hereunder in utilizing the 

results of such Services. 

4. STANDAR PELAKSANAAN. 

Konsultan sepakat untuk melaksanakan 

Jasa: dengan standar kehati-hatian, 

keterampilan dan ketekunan yang 

secara umum diberikan oleh perusahaan 

atau orang profesional dengan profesi 

Konsultan yang melaksanakan jasa 

serupa; sesuai dengan semua standar 

industri dan ketentuan Pasal 5; dan  

sesuai dengan kaidah, metode, standar 

dan tindakan yang diterima secara 

umum yang dalam pelaksanaan kehati-

hatian dan penilaian yang baik, 

diharapkan dapat mencapai hasil yang 

diinginkan sesuai dengan keselamatan 

KERJA dan perlindungan lingkungan.  

Konsultan memahami bahwa 

Perusahaan akan mengandalkan 

keakuratan, kompetensi, dan 

kelengkapan Jasa Konsultan 

berdasarkan Perjanjian ini dalam 

memanfaatkan hasil yang diperoleh dari 

Jasa tersebut. 

    

5. APPLICABLE LAWS.  Consultant 

agrees that all laws and regulations 

applicable to the Services shall 

apply to it. Consultant is aware that 

Company and its affiliates are 

subject (inter alia) to and comply 

with the UK Bribery Act 2010 (the 

“Bribery Act”) and the US Foreign 

Corrupt Practices Act 1977 

(“FCPA”), together with other 

similar anti-corruption legislation 

in other jurisdictions. Consultant 

represents, warrants and undertakes 

that he and any other person 

providing services on his behalf, (a) 

5. HUKUM YANG BERLAKU. 

Konsultan sepakat bahwa seluruh 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk Jasa akan berlaku juga 

untuk Konsultan. Konsultan menyadari 

bahwa Perusahaan dan afiliasinya akan 

tunduk (antara lain) pada dan mematuhi 

Undang-Undang Anti-Suap Inggris 

Tahun 2010 (“Undang-Undang Anti-

Suap”) dan Undang-Undang Praktik 

Korupsi di Luar Negeri Tahun 1977 

(“FCPA”) Amerika Serikat, bersama 

dengan undang-undang anti-korupsi di 

yurisdiksi lain. Konsultan menyatakan, 

menjamin dan menyanggupi bahwa 



 

 

 
 

have acted and will act in 

compliance with all applicable anti-

bribery and corruption laws and 

regulations including the Bribery 

Act and the FCPA, (b) has instituted 

and maintained and will continue to 

maintain policies and procedures 

designed to prevent any activity, 

practice or conduct that would 

constitute an offence under any 

applicable anti-bribery and 

corruption laws and regulations 

including the Bribery Act and the 

FCPA, (c) that he has not paid any 

bribe or given anything of value, 

nor solicited, offered, or received a 

request that any bribe or thing of 

value be paid,  and (d) shall render 

full assistance to Company in order 

to enable Company to comply with 

all applicable anti-bribery and 

corruption laws and regulations 

including informing Company of 

any request by a third party for 

payment of a bribe in connection 

with the Services. 

Konsultan dan setiap orang lain yang 

memberikan jasa atas namanya, (a) 

telah bertindak dan akan bertindak 

dengan mematuhi semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

tentang anti-suap dan anti-korupsi 

termasuk Undang-Undang Anti-Suap 

dan FCPA, (b) telah memperkenalkan 

dan membuat dan akan terus membuat 

kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk mencegah setiap kegiatan, 

praktik, atau perilaku yang merupakan 

pelanggaran menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

tentang anti-suap dan anti-korupsi 

termasuk Undang-Undang Anti-Suap 

dan FCPA, (c) bahwa Konsultan tidak 

membayar suap atau memberikan 

sesuatu yang bernilai, atau meminta, 

menawarkan, atau menerima 

permintaan untuk membayar suap atau 

barang bernilai, dan (d) akan 

memberikan bantuan penuh kepada 

Perusahaan agar Perusahaan dapat 

mematuhi semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku tentang anti-

suap dan anto-korupsi termasuk 

memberi tahu Perusahaan tentang 

permintaan dari suatu pihak ketiga 

untuk pembayaran suap sehubungan 

dengan Jasa tersebut. 
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